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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah amat menggelisahkan 

disebabkan dampak negatif yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika ini 

hingga berakhir kematian untuk para pemakainya. Pemerintah Indonesia 

juga telah memperingatkan bahwa negara sedang mengalami darurat 

narkoba. Adanya pemberitahuan darurat narkoba harus mengakibatkan 

hukuman yang keras bagi pengguna, penjual, dan pengedar narkoba. Di 

antara hukuman yang dijatuhkan kepada pecandu narkoba adalah 

penahanan.1 

Ancaman pidana dengan batasan waktu pada pidana minimum 

dikenal dengan pidana minimum khusus. Mengurangi perbedaan dalam 

penjatuhan hukuman dan menyampaikan keseriusan kejahatan yang 

dilakukan dengan memperkenalkan hukuman minimum khusus di bawah 

peraturan pidana yang unik.2 Disparitas pidana didefinisikan sebagai 

penerapan sanksi yang berbeda untuk perbuatan yang sama atau untuk 

kejahatan yang bersifat merugikan yang dapat dikontraskan tanpa alasan 

yang jelas.3  

                                                             
1Fransiska Novita Eleanora, Bahaya Penyalagunaan Narkoba Serta Usaha 

Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis), Jurnal Hukum, Vol XXV, 

No.1, April 2011, hlm 439–440. 
2Muladi, “Politik dan Sistem Peradilan Pidana” Universitas Dipenegoro, Semarang, 

2002,hlm.154. 
3Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana” Alumni, 

Bandung, 1998, hlm.52.  
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Beberapa kejahatan-kejahatan sebagaimana diatur dalam ketentuan 

Hukum Tindak Pidana Khusus, karena sifatnya yang sangat tercela, maka 

ancaman hukumannya diperberat oleh pembentuk undang-undang, yaitu 

perilaku yang mengakibatkan terjadinya kegoncangan dalam masyarakat, 

seperti penganiayaan, kejahatan terhadap jiwa, integritas jiwa dan raga 

maupun kebebasan manusia.4 

Ketentuan mengenai sistem pidana minimum khusus ini dapat 

dijumpai pada perkara-perkara tindak pidana khusus yang pengaturannya 

berada diluar ketentuan KUHP. Hukum Tindak Pidana Khusus mengatur 

perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu yang tidak dapat 

dilakukan oleh orang lain selain orang tertentu, oleh karena itu Hukum 

Tindak Pidana Khusus harus dilihat dari substansi dan berlaku kepada siapa 

Hukum Tindak Pidana Khusus itu. Hukum Tindak Pidana Khusus ini diatur 

dalam undang-undang di luar Hukum Pidana Umum. Penyimpangan 

ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana 

merupakan indikator apakah undang-undang pidana itu merupakan Hukum 

Tindak Pidana Khusus atau bukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Hukum 

Tindak Pidana Khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana 

yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri. Pernyataan ini sesuai 

                                                             
4 Muladi, Pidana Dan Pemidanaan (Jakarta: datacom, 2002), hlm. 18. 
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dengan pendapat Pompe yang mengatakan: “Hukum Pidana Khusus 

mempunyai tujuan dan fungsi tersendiri.”5 

Sejumlah undang-undang yang bukan merupakan bagian dari Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan pidana minimum 

khusus yang berbeda dengan gagasan umum yang terdapat dalam ketentuan 

KUHP sebagai hukum pidana umum yang berlaku di Indonesia. KUHP 

menentukan hukuman minimal 1 (satu) hari dan hukuman maksimal 15 

(lima belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, tergantung pada 

berat ringannya pelanggaran. Hal-hal pidana yang secara tegas diatur (Lex 

spesialis) dengan undang-undang selain KUHP dapat memuat ketentuan 

pidana minimum khusus, tetapi tidak semua undang-undang di luar KUHP 

demikian. 

Salah satu Undang-undang yang menerapkan ancaman pidana 

minimum khusus adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika (UU Narkotika). Karena pelaku narkotika berisiko menghadapi 

hukuman yang berat, penerapan undang-undang tentang sistem ancaman 

pidana minimum tertentu diperkirakan akan memberikan dampak jera. Hal 

ini dilakukan karena semakin banyaknya pelaku penyerangan narkotika 

setiap tahunnya, dan diduga salah satu penyebab banyaknya ancaman 

narkoba adalah karena pengadilan seringkali menjatuhkan hukuman ringan 

yang tidak memberikan efek jera bagi pelakunya. 

                                                             
5Sulis Setyawati, ‘Hukum Pidana Khusus’ <https://slissety.wordpress.com/tindak-pidana-

khusus>, diakses tanggal 18 desember 2022. pukul 17.10 WIB. 
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Sanksi pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana 

narkotika masih dipandang tanpa rasa takut dan dipengaruhi oleh standar 

yang melampaui batas-batas hukum. Akibatnya, tampaknya masih ada dan 

menjadi penghalang bagi penegakan hukum. Hakim dalam perkara pidana 

diberi keleluasaan yang besar untuk membuat putusannya sendiri 

(strafsoort), karena secara teori, hukum pidana positif Indonesia 

menggunakan cara yang berbeda dalam hal penambahan hukuman pidana. 

Selain itu, penerapan standar minimum untuk semua pelanggaran serta 

maksimum unik untuk kejahatan yang melibatkan narkoba memberi hakim 

lebih banyak keleluasaan dalam menjatuhkan hukuman.6 

Nilai keadilan sosial harus diperhatikan oleh hakim dalam 

menyelesaikan perkara narkoba, selain kepastian hukum. Hakim memiliki 

tanggung jawab untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus 

perkara, termasuk menyelesaikan masalah pidana. Hakim adalah individu 

biasa dengan segala kekurangan dan kekurangan yang mereka miliki, namun 

mereka memainkan posisi penting dalam mempertahankan supremasi 

hukum dan keadilan.7 

Menurut Sudikno Martokusumo, hakim harus senantiasa 

mempertimbangkan tiga asas dalam memutus perkara berdasarkan kasuistis 

yaitu asas kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. “Ketiga asas 

tersebut (asas kepastian hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan) harus 

                                                             
6Muladi. “Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana’’. (Semarang: Universitas 

Diponegoro,1995),hlm.107. 
7Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Universitas 

Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hlm.27. 
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dilaksanakan secara kompromi, yaitu menerapkan ketiga-tiganya secara 

berimbang atau proporsional”.8 

Diantara ketiga asas hukum ini terdapat ketegangan didalamnya 

(Spannungsverhaltnis), oleh karena diantara ketiga nilai dasar tersebut 

mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya 

mempunyai potensi untuk saling bertentangan. Apabila diambil sebagai 

contoh kepastian hukum, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai 

keadilan dan kegunaan kesamping. Menurut Radburch, jika terjadi 

ketegangan antara nilai-nilai dasar tersebut, kita harus menggunakan dasar 

atau prioritas dimana prioritas pertama selalu jatuh pada nilai keadilan, baru 

nilai kegunaan atau kemanfaatan dan terakhir kepastian hukum. Ini 

menunjukkan bahwa Radburch menempatkan nilai keadilan lebih utama 

daripada nilai kemanfaatan dan nilai kepastian hukum dan menempatkan 

nilai kepastian hukum dibawah nilai kemanfaatan hukum.9 

Memang tidak dapat dipungkiri bahwasanya hakim mempunyai 

peranan yang sangat penting didalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, 

mempunyai kebebasan ataupun kekuasaan yang merdeka atau bebas 

didalam menjatuhkan putusan di Pengadilan. Hal ini tercermin dari 

ketentuan yang terdapat didalam UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman, yang menyatakan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah 

kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

                                                             
8 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum (Jakarta: 

Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.10. 
9Syakhiatu Sova, “Tiga Nilai Dasar Hukum Menurut Gustav Radbruch'’ 

<http://id.scribd.com/doc/170579596/tiga-nilai-dasar-hukummenurut-gustav 

radbrucht#scribd>, diakses pada tanggal 18 Desember 2022, pukul 17.30 WIB. 
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mengakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946, demi terselenggaranya 

Negara Hukum Republik Indonesia. 

Apabila dikaitkan antara asas kebebasan hakim dengan penjatuhan 

pidana, meskipun seorang hakim mempunyai kekuasaan yang bebas atau 

merdeka untuk menjatuhkan pidana terhadap seorang terdakwa, akan tetapi 

tetap saja putusan berupa pemidanaan dibawah minimum dari ancaman 

pidana yang telah diatur dan ditetapkan dalam undang-undang akan 

menimbulkan kontroversi ataupun perdebatan. Sebab putusan pidana yang 

di bawah batas minimum ini dianggap terlalu ringan dan dikhawatirkan 

tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya. 

Pihak lain adalah juga benar, bahwa hakim bukanlah mulut/corong 

undang-undang (bouvhe de la loi atau dpreekbuis van de wet). Hakim juga 

tidak boleh dipasung dengan rumusan perundang-undangan yang terasa 

rigid dan kaku/keras ketika dihadapkan pada fakta dominasi faktor-faktor 

yang meringankan yang bersubstansikan keadilan. 10 

Menurut faham hukum progresif, sebagaimana digagas oleh Satjipto 

Rahardjo, bahwa hukum hendaknya mengikuti perkembangan jaman dengan 

segala dasar didalamnya berdasarkan semangat mengikuti perkembangan 

jaman itulah gagasan progresifitas hukum dibangun. Pemikiran Sutjipto 

Rahardjo tersebut lebih melihat fenomena hukum ini sebagai sebuah 

realitas, artinya undang-undang bukanlah sesuatu yang sangat sempurna dan 

                                                             
10 Blog Detik, ‘Hukum Pidana Khusus’ http//blog.detik.com, diakses pada tanggal 

18 Desember 2022, pukul 17.00 WIB. 
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pasti akan mendatangkan keadilan jika diterapkan apa adanya, namun 

pemikiran Satjipto Rahardjo menitik beratkan pada kenyataan bahwa hukum 

itu untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum.11 

Masih menurut Satjipto Rahardjo bagi ilmu hukum, maka bagian 

penting dalam proses mengadili terjadi pada saat hakim memeriksa dan 

mengadili suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah 

memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukumnya dengan peraturan 

yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum 

untuk suatu kasus, maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai 

puncaknya. Oleh Hans Kelsen proses penegakan hukum yang dijalankan 

oleh hakim demikian disebut sebagai konkretisierung.12 

Belum adanya formulasi tentang pedoman pemidanaan dalam 

Undang-undang khusus di luar KUHP yang mencantumkan pidana khusus 

dalam rumusan deliknya akan menimbulkan permasalahan dalam 

penenapannya. Setidaknya ketika hakim yang mengadili perkara pidana 

khusus tersebut dihadapkan pada banyaknya faktor-faktor yang 

meringankan pidana tersebut.13 

Dalam UU Narkotika, terdapat beberapa pasal yang menerapkan 

pidana minimum khusus. Contohnya terdapat dalam Pasal 111 ayat (1): 

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, 

memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan 

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana 

                                                             
11 Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif (Jakarta: Kompas, 2006), hlm.4. 
12 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 

182-183. 
13 Aminal Umam, ‘2010, Penerapan Pidana Minimum Khusus’, Varia Peradilan 

Tahun XXV No., 29, IKAHI, Jakarta. hlm.16. 
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penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus 

juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar 

rupiah)”.  

 

Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN 

Bpd tanggal 3 Oktober 2019 atas nama terdakwa Syamsul Rizal Bin Zainal 

yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa 

hak memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana 

melanggar Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika dan menghukum terdakwa 

dengan penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.14 Pidana tersebut 

dibawah ancaman hukuman minimum Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika. 

Terdakwa oleh Penuntut Umum di dakwa dengan dakwaan Primer Pasal 

114 ayat (1) UU Narkotika, Subsidair Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika. 

Selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan menyatakan terdakwa 

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak 

memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman dan melanggar Pasal 

111 ayat (1) UU Narkotika sebagaimana di dakwa dalam dakwaan subsidair 

dan menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 

denda Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan 

apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) 

bulan. 

Untuk menganalisis rumusan masalah pada penelitian ini penulis 

menggunakan Teori Pertimbangan Hakim yang di gagas oleh Sudarto 

                                                             
14https://Putusan3.Mahkamahagung.Go.Id/Direktori/Putusan/63041d6f392b609defe

8618a17ccfb78.html.(Putusan Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor42/Pid.Sus/2019/PN 

Bpd) diakses pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 15.45 WIB.  
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karena teori ini berkaitan dengan Pertimbangan Hakim dalam memutus 

suatu perkara. Selanjutnya, penulis menggunakan Teori Pemidanaan yang di 

gagas oleh Muladi, karena didasari sebuah pemikiran bahwa terkait dengan 

penerapan asas kebebasan hakim dalam melakukan penjatuhan pidana 

terhadap tindak pidana yang memuat ancaman minimum khusus, akan 

sangat erat terkait dengan pilihan aliran-aliran dalam ilmu hukum pidana 

yang didalamnya juga termasuk pemilihan falsafah pemidanaan yang ingin 

dituju oleh hakim ketika menjatuhkan putusan pemidanaan dibawah 

ancaman minimum khusus. 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai permasalahan tersebut 

dengan judul “PUTUSAN HAKIM DIBAWAH ANCAMAN MINIMUM 

KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA 

(Studi Kasus Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Bpd)” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis paparkan diatas, 

sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim memutus perkara 

tindak pidana narkotika dibawah ancaman pidana minimum khusus 

dalam Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN.Bpd atas nama terdakwa 

Syamsul Rizal Bin Zainal? 

2. Apakah waktu hukuman pidana penjara pada Putusan hakim Nomor 

42/Pid.Sus/2019/PN.Bpd telah sesuai dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui:  

1. Mengetahui dasar pertimbangan hakim memutus perkara tindak 

pidana narkotika dibawah hukuman ancaman pidana minimum 

khusus; dan 

2. Mengetahui kesesuaian waktu hukuman pidana penjara pada putusan 

nomor 42/pid.sus/2019/Pn.Bpd dengan ketentuan Undang-Undang 

nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian dibagi menjadi manfaat secara teoritis dan 

manfaat secara praktis. Adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan sebagai referensi 

materi analisis dalam meningkatkan konsep pemikiran dengan cara 

logis serta sistematis mengenai Putusan Hakim dibawah ancaman 

minimum khusus dalam perkara Tindak Pidana Narkotika.  

b. Sebagai penambah ilmu wawasan untuk pembaca serta publik pada 

umumnya pula untuk penulis khususnya. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa jadi masukan yang konstruktif 

khususnya pada aparat penegak hukum paling utama pada hakim 

selaku pemutus perkara dalam menjatuhkan pidana dibawah 

ancaman minimal khusus untuk menciptakan kesamarataan, 

kedisiplinan serta kejelasan hukum.  

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan masyarakat sebagai referensi 

apabila dikemudian hari ditemukan penegak hukum yang 

menyimpangi ketentuan undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika dalam memberantas tindak pidana narkotika. 
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